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Abstract 
 

This study aims to determine and analyze the position of the will of the heirs to the absolute 

part of the heirs. 

 The research method used is qualitative legal research. The types and sources of data consist 

of primary data in the form of laws and regulations, and Court Decisions as well as secondary 

legal materials consisting of books, articles and journals related to this research. The entire 

legal material is collected in a structured systematic manner using qualitative measures and 

presented in a descriptive analysis. 

The results of the study indicate that a will or testamental grant that violates the "legitieme 

portie" is considered "null and void" by itself andais considered to have noibinding force 

fromithe start. However, inipractice, a testament deed / will grant isivalid even if it containsia 

violation of the heir's legitimacy portie, ias long as it has not been canceled by the injured heir, 

so that its nature is no longer "null and void" but becomes "cancellable" and There are 2 (two) 

types of legal consequences related to a grant or testamentary grant that violate the absolute 

or legitime portie depending on the legitimate action. If the legiti- mate does not object, then 

the act of grant or testamentary grant that violates the absolute or legitime part of the portie is 

considered valid and enforceable if the legiti- mate demands his rights, then the provision in 

the grant or testamentary grant that violates the absolute part or legitime portie cannot be 

carried out and refers to Article 920 of the Civil Code, thus the deed remains valid as long as 

it is not contested by the heirs. 

 

Keywords: Criminal; Grant Deed, Legitimacy Portie, Legitimary 
 
 
 
 
 
 



    Clavia : Journal Of Law, Vol 20 No. 1 (April 2022) 
                                  p-ISSN : 1411-349X  
                                 e-ISSN : 2477-6009 

 
 

 

60 

 
 
 

A. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan Negara hukum, hal tersebut sesuai amanah Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Iindonesia 1945 Pasal 1 ayat 3. Dari amanah UUD NRI ini ditentukanlah bahwa “Indonesia 

sebagai Negara hukum” yang mana segala aspek kehidupan dan aktivitas yang dilakukan dalam 

bermasyarakat, pemerintahan, dan Negara harus berlandaskan hukum. Negara Indonesia sendiri 

merupakan Negara dengan beraneka ragam sistem hukum, terlebih lagi hukum kewarisan yang berlaku 

bagi warga negara Indonesia. Seperti halnya pada aturan mengenai pemindahan harta peninggalan dan 

kekayaan (warisan) seseorangiyang telah meninggalidunia, dan akibat pemindahan harta peninggalan 

dan kekayaan (warisan) tersebut bagiiorang-orang yangimemperolehnya, baik dalamihubungan antara 

merekaidengan pihak ketigaiberdasarkan hukumiwaris dalam BurgerlijkiWetboek (BW) 

atauiKUHPerdata. 

Hukumawaris merupakan bagian dari hukum keluarga yang  erat kaitannyaadengan umur 

manusia karena setiap manusia  akan melalui suatu peristiwaahukum yang dikenal dengan kematian.. 

Salahasatu pengertian yang diungkapkanaoleh Wirjono Prodjodikoro, “warisan adalah soal apakah dan 

bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia 

akan beralih kepada orang yang masih hidup”. 

Hibah iadalah ikajian iyang iterkait idengan imasalah iwaris, ikarena iitu iberhubungan idengan 

iharta ibenda idari ipemberi ihibah isehingga ibila ipemberi ihibah imeninggal imaka iia iakan iberganti 

imenjadi iseorang ipewaris. iTerhadap ihal iini imaka iharta ibenda iyang itelah idihibahkan itersebut 

imenjadi ihitungan idalam isuatu imasalah ikewarisan isehingga iseorang ipenerima ihibah ipasti iakan 

iterlibat idalam imasalah ipembagian iwaris. 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan dalam Pasal 874 bahwa seluruh harta 

peninggalan orang yang meninggal dunia menjadi milik para ahli waris menurut undang-undang, bagian 

mutlak dari harta peninggalan itu adalah  bagian dari harta peninggalan atau harta peninggalan yang 

harus dibagi oleh yang meninggal dunia. cara langsung. (baik dari atas sampai bawah), dan pada bagian 

dimana ahli waris dilarang menetapkan sesuatu, baik itu pemberian (diberikan kepada) atau wasiat 

berupa wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 913 BW, pasal tersebut menyatakan bahwa warisan 

menurut hukum adalah bagian-bagian yang harus diberikanakepada para ahli waris menurut hukum 

dalam garis lurus, yang untuknya orang yang meninggal  tidak dapat menentukan apa-apa, atau 

membuat konsesi-konsesi antara  yang hidup atau dengan wasiat. 
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Dalamahukum perdata sendiri hibahadiatur pada pasal 1666 KitabaUndang-Undang Hukum 

Perdata yangabunyinya “penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah 

menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan 

seseorang yang menerima penyerahan barang itu”. Undang-Undangahanya mengakuiapenghibahan 

antara orang-orangayang masih hidup. Dalam hukum adat sendiriahibah dijelaskanadengan suatu 

pembagian dari hartaapeninggalan seorang pemilik yangamasih hidup yangadiberikan 

kepadaakeluarganya. 

Permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia adalah ketika sesorang yang 

meninggal dunia dan meninggalkan harta benda dan kekayaan atau dalam hal ini pewaris mempunyai 

kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warisnya, meskipun ada ketentuan-ketentuan di 

dalam undang-undang yang menentukan siapa yang akan mewaris harta peninggalannya dan berapa 

bagian masing-masing, permasalahan waris dan hibah ini masih dipandang sebelah mata dan kurang 

begitu penting dalam kaidah keilmuan, terjadinya hal tersebut karena sebagian orang masih menganggap 

sebagai sesuatu hal yang lumrah dan tidak begitu penting dalam kehidupan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis akan meneliti dan menganalisis kasus dengan Putusan 

Nomor 320/Pdt/G/2013/PN JKT.BAR, adapun yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah 

pelanggaran terhadap bagian mutlak ahli waris. Pewaris telah melalaikan ketentuan bagian mutlak ahli 

waris yang merupakan legitimaris. Dalam kasus ini pewaris memberikan hibah secara sepihak kepada 

salah satu ahli waris. 

Faktaaahukum imenegaskan iapabila iseseorangaameninggal idunia, imaka ihartaaapeninggalan 

iakanaajatuh ike itangan ipara iahli iwaris. iHartaaapeninggalan iyang imenjadi ihak ibagi ipara 

iahliaawaris itersebutaaada iyang iyang idisebut ibagian imutlak, isepertiaayang idiatur idalam 

iKitabaaUndang-Undang iHukum iPerdata. iPemberian ihibah isecara isepihak itersebut idi iatas idari 

ipewaris ikepada isalah isatu iahli iwaris ijelas-jelas itelah ibertentangan idengan iundang-undang iyang 

iberlaku, ikarena ipemberian ihibah itersebut itelah imelanggar ibagian imutlak iwaris ilain. iDimana 

ibagian ihak imutlak iahli iwaris ilainnya isebagai iahli iwaris iyang isah imenjadi itidak iterpenuhi. 

Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini penulis akan menguraikannya dalam sebuah penulisan 

karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Melampaui 

Bagian Mutlak Ahli Waris Legitimaris” 
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B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menurut ketentuan KUH Perdata, konsesi dibagi menjadi dua bentuk: konsesi perkebunan dan 

konsesi wasiat. Orang sering bingung danamenyamakan istilah konsesi dan konsesi wasiat dalam KUH 

Perdata. Sebenarnya dalam prakteknya istilah konsesi dan pemberian wasiataaidalam iKUHPerdata i 

ihampir isamaaanamun iada ifaktor iyang imembedakanakeduanya. iSalahaaaaisatu 

iperbedaanamendasar iantara ihibahaaaaidan i iwasiat iadalah ibahwa ihibahaaaadilakukan iselama 

ihidup ipewaris, isedangkan iuntuk i iwasiat, ieksekusi ihanya idapatadilakukan isetelah ikematian 

ipewaris i(ahli iwaris). 

Dariaaaarumusan iPasal i1666 idan iPasal i957aaaaiKUHPerdata idapat idiketahui iunsur-unsur 

idari ihibah iataupun ihibah iwasiat iyaitu isebagai iberikut i:1 

1. Hibah imerupakan iperjanjian isepihak iyang idilakukan icuma-cuma, iartinya itidak iada 

ikontra iprestasi idari ipenerimaan ihibah i(Pasal i1666 iKUHPerdata); 

2. Dalamaaihibah iselalu idisyaratkan ibahwaaaipenghibah imempunyai imaksudaaiuntuk 

imenguntungkan ipihak iyang idiberi ihibah; 

3. Yang imenjadi iobjek iperjanjian ihibah iadalah isegala iharta ibenda imilik ipenghibah, 

ibaik ibenda iberwujudaamaupun itidak iberwujud, ibenda itetapaaimaupun ibenda 

ibergerak, itermasukaaijuga isegala ipiutang ipenghibah; 

4. Hibah itidak idapat iditarik ikembali i(Pasal i1688 iKUHPerdata); 

5. Penghibahanaaiharus idilakukan ipada iwaktuaaipenghibah imasih ihidup i(Pasalaai1682 

iKUHPerdata); 

6. Pelaksanaan ipenghibahan idapat ijuga idilakukan isetelah ipenghibah imeninggal idunia; 

7. Hibah iharus idilakukan idengan iakta inotaris i(Pasal i1682 iKUHPerdata). 

KUHPerdata imengatur ihibah idan ihibah iwasiat idalam iBuku iyang iberbeda. iLebih irinci, 

ihibah idalam iKUHPerdata idikategorikan idalam ihukum iperikatan iyakni idi idalam iBuku iKetiga 

iBab iX itentang ihibah i(Pasal i1666-1693 iKUHPerdata) idari ipada iBuku iKedua itentang ipewarisan. 

iHal iini ikarena ipelaksanaan ihibah idilakukan isaat iseseorang imasih ihidup isehingga isalah isatu 

isyarat iuntuk iproses ipewarisan iyakni iadanya iseseorang iyang imeninggal idunia iyang 

imeninggalkan isejumlah iharta ikekayaan itidak iterpenuhi. 

1. Pada iprinsipnya, ihibah itidak idapat iditarik ikembali i(Pasal i1666 iKUHPerdata). iNamun 

iberdasarkan ialasan iyang itelah iditetapkan ioleh iKUHPerdata idan imengingat ikeadaan 

 
1  Maman Suparman, 2015, Hukum Waris Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 136 
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itertentu, ihibah idimungkinkan iuntuk iditarik ikembali ioleh isi ipemberinya. iPenarikan 

ihibah ioleh isi ipemberinya ihanya idapat idilakukan idengan ialasan itertentu idengan idasar 

ihukum iPasal i1688 iKUHPerdata iyaitu isebagai iberikut: 

2. Apabila isyarat-syarat itidak iterpenuhi, isedangkan ipenghibahan itelah idilakukan i(Pasal 

i913 iKUHPerdata); 

3. Apabila isi ipenerima ihibah itelah idinyatakan ibersalah imelakukan ikejahatan iyang 

ibertujuan iuntuk imengambil inyawa isi ipenghibah; idan 

4. Apabila isi ipenerima ihibah imenolak imemberikan itunjangan inafkah ikepada isi 

ipenghibah, isetelah isi ipenerima ihibah iini ijatuh idalam ikeadaan imiskin iatau ipailit. 

Alasan-alasan idi iatas iiimembatasi iTindakan ipemberi iiihibah iiiagar iiitidak iiibertindak 

iiiseenaknya iiimembatalkan iiihibah iiiyang iiitelah iiidilakukannya. iiiPerlu iiiditegaskan iiibahwa 

iiialasan-alasan iiidi iiiatas iiibukan iiibersifat iiikumulatif, iiimelainkan iiibersifat iiialternatif iiiartinya 

iiisalah iiisatu iiisaja iiialasan iiidi iiiatas iiiterpenuhi, iiimaka iiisuatu iiitindakan iiihibah iiidapat 

iiiditarik iiikembali. 

Dasar hukumnya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1689 KUHPerdata yang menyebutkan 

bahwa “si penghibah dapat menuntut hibah kembali, bebas dari beban hipotik (hak tanggungan) beserta 

hasilnya dan pendapatan yang diperoleh si penerima hibah atas benda yang dihibahkan”. Hal ini untuk 

menjamin agar pemberi hibah tidak dirugikan karena tindakan penerima hibah terhadap barang yang 

dihibahkan tersebut. 

Adapun imenurut iPasal i1690 iKUHPerdata, ipada ipokoknya iberarti ibenda iyang idihibahkan 

idapat itetap ipada isi ipenerima ihibah imeskipun isebelumnya ibenda-benda ihibah itersebut itelah 

ididaftarkan ilebih idahulu ioleh ipenerima ihibah. iHal iini ikarena iapabila ipenuntutan ikembali iyang 

idilakukan ioleh ipemberi ihibah idikabulkan imaka isemua iperbuatan isi ipenerima ihibah idianggap 

ibatal.2 iTuntutan ihukum ipemberi ihibah iterhadap ipenerima ihibah iini igugur idengan ilewatnya 

iwaktu isatu itahun iterhitung imulai ihari iterjadinya iperistiwa iyang imenjadi ialasan ituntutan iitu, 

idan idapat idiketahuinya iperistiwa iitu ioleh isi ipemberi ihibah i(Pasal i1692 iKUHPerdata). iAhli 

iwaris isi ipemberi ihibah itidak idapat imelakukan ituntutan ihukum itersebut, ikecuali isi ipemberi 

ihibah isemula itelah imengajukan ituntutan iataupun iorang itersebut itelah imeninggal ilewat isatu 

itahun isetelah iterjadinya iperistiwa iyang idituduhkan. iHibah iantara isuami iistri iselama iperkawinan 

itidak idiperbolehkan, ikecuali imengenai ibenda-benda ibergerak iyang ibertubuh iyang iharganya 

 
2  Maman Suparman, Op.cit 
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itidak iterlampau imahal. iDemikian ijuga iterkait ianak iyang ibelum idilahirkan, ihibah itidak iboleh 

idilakukan, ikecuali iapabila ikepentingan isi ianak itersebut imenghendaki.  

Tindakan ipenghibahan idiwujudkan idengan iadanya isuatu iakta iatau iperjanjian ihibah. 

iPerjanjian ihibah itermasuk iperjanjian iformil idengan imensyaratkan iadanya iakta inotaris iatau iakta 

iotentik isehingga idapat idisimpulkan ibahwa iakta inotaris iatau iakta iotentik iini imerupakan isyarat 

imutlak iadanya iakta iatau iperjanjian ihibah. iFungsi iakta ihibah iadalah iselain isebagai isyarat iuntuk 

imenyatakan iadanya isuatu iperbuatan ihukum, ijuga isebagai ialat ipembuktian isatu-satunya. 

iKeharusan ipembuatan iakta ihibah i(secara iotentik) idiperkuat idengan iketentuan iPasal i1682 

iKUHPerdata iyang imenyebutkan ibahwa i“Tiada suatu penghibahan kecuali yang dimaksud dalam 

Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, atas ancaman batal, dilakukan tanpa akta notaris, yang 

aslinya (minuta) harus disimpan oleh notaris itu”. 

Dari iuraian iPasal i1682 iKUHPerdata idi iatas, idapat idiketahui ibahwa isuatu ipenghibahan 

iyang idilakukan itanpa iakta inotaris iatau iakta iotentik, imaka ipenghibahan itersebut idianggap itidak 

isah. iMeskipun idemikian, idalam iPasal i1687 iKUHPerdata idijelaskan ibahwa ihadiah idari itangan 

ike itangan iberupa ibarang ibergerak iberwujud iatau isurat ipiutang iyang iakan idibayar iatas itunjuk, 

itidak imemerlukan iakta inotaris iadalah isah, ibila ihadiah idemikian idiserahkan ibegitu isaja ikepada 

iorang iyang idiberi ihibah isendiri iatau ikepada iorang ilain iyang imenerima ihadiah iitu iuntuk 

iditeruskan ikepada iyang idiberi ihibah. iOleh ikarena iitu, idapat idisimpulkan ibahwa iPasal i1687 

iKUHPerdata iadalah ipengecualian iPasal i1682 iKUHPerdata idi imana iterhadap iobjek itertentu 

itidak idibutuhkan ipenghibahan idengan iakta inotaris. 

Pada dasarnya, akta sponsor berfungsi sebagai wasiat terakhir  seseorang terhadap orang lain 

untuk aset mereka. Dengan demikian  perselisihan antar ahli waris dapat dihindarkan, karena dengan 

garis keturunan terakhir atau kehendak dan hati nurani ahli waris adalah untuk menghormati keinginan 

terakhir dari almarhum. Apalagi jika wasiat terakhir orang yang meninggal tentang pembagian harta 

warisan itu sejalan dengan keadilan. 

Secara umum, wasiat adalah pemberian harta dari satu orang kepada orang lain atau kepada 

banyak orang setelah kematian orang tersebut. Dengan demikian, dimungkinkan untuk menghindari 

kemungkinan  perselisihan antara ahli waris, karena dengan wasiat terakhir almarhum dan rasa ahli 

waris menghormati wasiat terakhir almarhum. 

Namun imungkin isaja iterjadi ibahwa ikeinginan iterakhir isi iwafat idalam ihal ipembagian 

iharta iwarisan ikenyataannya itidak iadil iatau imelebihi i1/3 i(sepertiga) ihartanya. iUntuk iitu iakta 

ihibah iwasiat idapat idibatalkan, ikarena ibesaran ihak imutlak isetiap iahli iwaris itelah iditetapkan 
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ioleh ihukum, iyang isifatnya itidak idapat idisimpangi iatau idikurangi ioleh ipewaris i(almarhum 

ipemberi iwarisan) isekalipun. iDalam iistilah iHukum idikenal idengan isebutan ilegitieme iportie. 

Berdasarkan Pasal 1667 KUHPerdata, ipenghibahan ihanya iboleh idilakukan iterhadap 

ibarangbarang iyang isudah iada ipada isaat ipenghibahan iitu iterjadi. iJika ihibah iitu imencakup 

ibarangbarang iyang ibelum iada, imaka ipenghibahan ibatal isekadar imengenai ibarangbarang iyang 

ibelum iada. iSelanjutnya, iPasal i1668 iKUHPerdata imengatur ibahwa ipemberi ihibah itidak iboleh 

berjanji akan terus menggunakan haknya atas barang yang dihibahkan karena pengalihan itu dianggap 

tidak sah. Namun, pemukim dapat berjanji bahwa ia tetap memiliki hak untuk  menikmati atau 

memungut hasil dari barang tak bergerak atau  tidak bergerak yang diberikan, atau untuk menggunakan 

hak ini untuk kebutuhan orang lain, asalkan ia memenuhi ketentuan Buku Kedua Bab X. hak pakai 

(pasal 1669 KUHPerdata). 

Hibah idan ihibah iwasiat iyang imungkin idilakukan ioleh iseseorang idapat idibagi idua 

imacam iyakni ihibah idan ihibah iwasiat iyang itidak imelanggar ibagian imutlak iatau ilegitime iportie 

iahli iwaris imutlak iatau ilegitimaris iserta ihibah idan ihibah iwasiat iyang imelanggar ibagian imutlak 

iatau ilegitime iportie iahli iwaris imutlak iatau ilegitimaris. iUntuk ihibah idan ihibah iwasiat iyang 

itidak imelanggar ibagian imutlak iatau ilegitime iportie iahli iwaris imutlak iatau ilegitimaris itentu 

isaja itidak iada imasalah idan idapat idilaksanakan isepenuhnya. iNamun isebaliknya iuntuk ihibah idan 

ihibah iwasiat iyang imelanggar ibagian imutlak iatau ilegitime iportie iahli iwaris imutlak iatau 

ilegitimaris, iakan imenimbulkan isuatu ipermasalahan idalam ipelaksanaannya. 

Terkait idengan ihibah idan ihibah iwasiat iyang imelanggar ibagian imutlak iatau ilegitime 

iportie, imaka iada idua iakibat ihukum iyang idapat iditimbulkan itergantung ipada isikap ilegitimaris. 

iKemungkinan ipertama iialah imenerima ikenyataan iitu itanpa imengajukan ikeberatan i(zich 

iberusten). iKemungkinan ikedua iyang idapat iditempuh ioleh iahli iwaris imutlak iatau ilegitimaris 

iyang iterlanggar ibagian imutlak iatau ilegitime iportie iadalah imengajukan iperlawanan i(gugatan) 

idengan imeminta ikepada isesama iahli iwaris idan ipenerima ihibah iagar ibagian imutlak iatau 

ilegitime iportie-nya idipenuhi. iDengan iadanya igugatan idari ipara iahli iwaris imutlak iatau 

ilegitimaris, imaka ipada iprinsipnya ituntutan ibagian imutlak iatau ilegitime iportie iharus idipenuhi, 

ikalau iperlu idengan imemotong ihibah iatau ihibah iwasiat. 

Pemenuhan bagian mutlak atau legitime portie ahli waris mutlak atau legitimaris dapat dilakukan 

dengan terlebih dahulu menetapkan berapa besarnya bagian mutlak atau legitime portie yang dimaksud 
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berdasarkan Pasal 921 KUHPerdata.3 Kemudian terhadap hibah dan hibah wasiat yang melanggar 

bagian mutlak atau legitime portie legitimaris adalah dapat dilakukan pemotongan (inkorting) terhadap 

hibah dan hibah wasiat tersebut. Dasar hukum dapat dilihat pada Pasal 920 KUHPerdata yang berbunyi 

: 

“Terhadap segala bentuk pemberian atau penghibaan, baik antara yang masih hidup, maupun 

dengan surat wasiatnya mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak (Ligitimie portie) 

dalam warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan bilamana warisan itu jatuh meluang, akan 

tetapi hanyalah tuntutan para ahli waris mutlak atau pengganti mereka”. 

Secara ihukum itertulis, iakta iwasiat iatapun ihibah iwasiat iyang imelanggar i“legitieme 

iportie” idianggap i“batal idemi ihukum” idengan isendirinya idan idianggap itidak imempunyai 

ikekuatan imengikat isejak iawal. iNamun idalam itataran ipraktiknya, iMahkamah iAgung imembuat 

ikaidah ibaru ibahwa isuatu iakta iwasiat/hibah iwasiat, iadalah isah isekalipun iberisi ipelanggaran 

iterhadap ilegitieme iportie iahli iwaris, isepanjang ibelum idibatalkan ioleh iahli iwaris iyang idirugikan 

itersebut, isehingga isifatnya ibukan ilagi i“batal idemi ihukum” inamun imenjadi i“dapat idibatalkan”. 

iDengan idemikian iakta itersebut itetap isah isepanjang itidak idiganggu-gugat ioleh iahli iwaris. iDan 

isetiap iketentuan iyang idiambil ioleh ipewaris imengenai ilegitieme iportie itunduk ipada iketentuan 

iPasal i920 iKUHPerdata, idan ioleh ikarena iitu itetap isah isampai ilegitimaris imenggugatnya”. 

Syarat-syarat iseseorang idapat imenuntut ibagian imutlaknya i(legitime iportie) iyaitu iharus 

imemenuhi isyarat/kriteria isebagai iberikut: i 

1. Orang itersebut iharus imerupakan ikeluarga isedarah idalam igaris ilurus ike iatas idan ike 

ibawah. iMereka iinilah iyang idisebut: i“Legitimaris”. iJadi, iyang idalam ihal iini 

ikedudukan isuami/isteri iadalah iberbeda idengan ianak-anak idan iorang itua ipewaris. 

iMeskipun isesudah itahun i1923 iPasal i852a iKUHPerdata imenyamakan ikedudukan 

isuami/isteri idengan ianak i(sehingga isuami/isteri imendapat ibagian iyang isama ibesarnya 

idengan ianak), iakan itetapi isuami/isteri itersebut ibukanlah iLegitimaris. iDemikian ipula 

isaudara ikandung idari ipewaris, ibukan imerupakan iLegitimaris. iOleh ikarena iitu 

iisteri/suami idan isaudara ikandung itidak imemiliki ilegitime iportie iatau idisebut inon 

ilegitimaris i(tidak imemiliki ibagian imutlak). 

 
3  Maman Suparman, Loc.Cit. hlm.94 
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2. Orang itersebut iharus iahli iwaris imenurut iUU i(ab iintestato). iMelihat isyarat itersebut 

itidak isemua ikeluarga isedarah idalam igaris ilurus imemiliki ihak iatas ibagian imutlak. 

iYang imemiliki ihanyalah imereka iyang ijuga iwaris imenurut iUU i(ab iinstestato). 

3. Mereka itersebut, iwalaupun itanpa imemperhatikan iwasiat ipewaris, imerupakan iahli 

iwaris isecara iUU i(ab iintestato). 

Legitieme iPortie imerupakan ibagian imutlak idari iahli iwaris iyang itidak idapat idikurangi 

ipadanya, ihal iini idengan isengaja idiatur ioleh iPeraturan iperundang-undangan iagar iuntuk 

imelindungi ihak idari iahli iwaris, iHak itersebut iharus idiberlakukan, idan isebagaimana idalam iPasal 

i924 iBW ibahwa itidak iboleh idikurang-kurangi idan ipembagiannya isudah idiatur isecara ijelas 

idalam iPasal i914 iBW. iWasiat imerupakan ikehendak ipewaris. i iWasiat itersebut itidak iboleh 

imelebihi idari ihak imutlak i(legitieme iportie) iahli iwaris iyang ilain. iWasiat iitu isendiri imerupakan 

isuatu iperbuatan ihukum iyang imana iada iunsur-unsur iobjektif idari ipewaris iyang iharus iia ipenuhi, 

itidak ihanya iunsur isubjektif isaja. iOleh ikarena iitu idisaat iwasiat itersebut itelah idibuat idan itelah 

imemenuhi ipersyaratan iobjektif iyang idimaksud idan ipada ipembuatannya itersebut itelah 

imemperhatikan iLegitieme iPortie i(Pasal i924 iBW), iwasiat iyang isah itersebut iharus idihormati 

idan idijalankan ioleh isetiap iahli iwaris. 

Putusan Nomor 320/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR, dalam duduk perkara kasus tersebut :  

- Bahwa pewaris Almarhumah Soeprapti semasa hidup menikah dengan suaminya Almarhum Max 

Sutanto meninggalkan dua orang anak kandung bernama Soerjani Sutanto/ TERGUGAT dan 

Haryanti Sutanto/ PENGGUGAT sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Perkawinan 

No.940/1952 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 1984 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil 

Jakarta. 

- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Soeprapti dengan suaminya Almarhum Max Sutanto tidak 

pernah membuat perjanjian pemisahan harta dan tidak pernah membuat surat wasiat atas harta 

peninggalan; 

- Bahwa pemberian hibah secara sepihak tersebut diatas dari Pewaris kepada TERGUGAT jelas-jelas 

telah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Karena pemberian hibah tersebut telah 

melanggar bagian mutlak (legitime portie) waris lain. Dimana bagian hak mutlak PENGGUGAT 

sebagai ahli waris yang sah menjadi tidak terpenuhi ; 

- Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan 

dalam Burgerlijke Wetboek (BW) khususnya Pasal 920 dan Pasal 924 Burgerlijke Wetboek (BW); 
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- Bahwa pemberian hibah tersebut yang dilakukan Pewaris secara sepihak kepada TERGUGAT 

adalah perbuatan melanggar hukum dan TERGUGAT seharusnya memiliki kewajiban hukum untuk 

melindungi hak ahli waris lain yang sah dan ahli waris lain tidak dapat dihilangkan begitu saja 

Bahwa sesuai dengan ukuran akal sehat dan kewajaran, perbuatan TERGUGAT yang 

memaksakan kehendak kepada Almarhumah Soeprapti untuk membuat penghibahan tersebut telah 

bertentangan dengan hukum. Dan sikap tindak perbuatan TERGUGAT selalu secara penuh dan optimal 

menggunakan kewenangan kekuasaan sebagai kakak kandung mengerahkan kemampuan dan tipu daya 

kepada Almarhumah Soeprapti untuk menguasai keseluruhan Boedel Harta Waris; 

Berdasarkan PutusanaNomor 320/PDT.G/2013/PN.JKT.BARamenurut analisa penulis bahwa 

mungkinasaja terjadi keinginan terakhirasi wafat dalam hal pembagian hartaawarisan 

kenyataannyaatidak adil atau melebihi 1/3a (sepertiga) hartanya. Untuk itu kedudukanaakta hibah 

wasiat yang melebihi bagian mutlak ahli waris dapatadibatalkan, karena besaranahak mutlakasetiap ahli 

waris telah ditetapkanaoleh hukum, yang sifatnya tidak dapatadisimpangi atau dikurangiaoleh pewaris 

(almarhum pemberi warisan) asekalipun. 

 

C. KESIMPULAN 

Kedudukan iakta iHibah iwasiat iterhadap ibagian imutlak iahli iwaris isecara ihukum itertulis, 

iakta iwasiat iatapun ihibah iwasiat iyang imelanggar i“legitieme iportie” idianggap i“batal idemi 

ihukum” idengan isendirinya idan idianggap itidak imempunyai ikekuatan imengikat isejak iawal. 

iNamun idalam itataran ipraktiknya, ibahwa isuatu iakta iwasiat/hibah iwasiat, iadalah isah isekalipun 

iberisi ipelanggaran iterhadap ilegitieme iportie iahli iwaris, isepanjang ibelum idibatalkan ioleh iahli 

iwaris iyang idirugikan itersebut, isehingga isifatnya ibukan ilagi i“batal idemi ihukum” inamun 

imenjadi i“dapat idibatalkan”. iAda 2 (dua) jenis akibat hukum yang berkaitan dengan pemberian atau  

wasiat yang melanggar ruang lingkup hukum mutlak atau hukum. Jika legalitas tidak berkeberatan, 

suatu konsesi atau  wasiat yang melanggar legitimasi hukum atau mutlak  dianggap masih berlaku dan 

dilaksanakan. Berbeda halnya jika legitimasi menuntut hak seseorang, maka ketentuan tentang 

kelonggaran atau  wasiat yang melanggar keabsahan atau penangkaran secara hukum tidak mungkin 

dapat dilakukan dan mengacuapada Pasal 920 KUHPerdata, oleh karena itu akta tersebut tetap berlaku 
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selama tidak berlaku. disengketakan oleh ahli waris.aDan setiap ketentuan yang dibuat oleh pewaris 

tentang keabsahan hiu tunduk pada ketentuan Pasal 920aKUHPerdata, dan  karena itu tetap berlaku 

sampai permintaan hukum. 

 

D. SARAN 

Jika ahli waris bermaksud untuk menyumbangkan sebagian dari hartanya, ia harus terlebih 

dahulu berdiskusi dan berkonsultasi dengan  ahli waris untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan 

di kemudian hari, terutama setelah pemukim meninggal. Dan bagi yang ingin memberikan hibah, baik 

pemberi maupun penerima, sebaiknya dilakukan dalam  bentuk asli. 
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